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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota 
Surakarta dalam pengelolaan Terminal Penumpang Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal Penumpang selain itu 
juga untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pengelolaan terminal 
penumpang dan jasa pelayanannya di Kota Surakarta dan solusinya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal 
yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Terminal (.UPTD Terminal) DLLAJ Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, sedangkan 
data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuisioner dan penelitian 
kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model 
interaktif data. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peranan Pemerintah Kota 
Surakarta melalui UPTD Terminal telah berperan cukup optimal dalam 
pengelolaan terminal penumpang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
nomor 2 tahun 2002 tentang Terminal Penumpang . Hal ini dapat dilihat dari 
berbagai fasilitas di terminal tirtonadi, dan pengelolaan maupun pengaturan lokasi 
dan rute perjalanan yang cukup baik. Selain itu dari Target penerimaan 
pendapatan yang telah ditetapkan di terminal tirtonadi Surakarta pada tahun 2007 
pendapatan yang berhasil diperoleh UPTD Terminal sebesar 95,5% dan 
pendapatan tersebut akan disetorkan kepada kas daerah sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah. 
Hambatan-hambatan dalam pengelolaan Terminal Penumpang di Kota 
Surakarta meliputi Masih sering dijumpai calo, pengemis dan pengamen di 
terminal, target setoran hasil retribusi tidak sesuai target, banyaknya pedagang 
asongan liar, dan Pedagang yang memindahtangankan kiosnya tanpa ijin. Untuk 
mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan terminal maka solusi yang 
diterapkan antara lain : Mentertibkan para calo, pengemis, dan pengamen, 
Pemberian sanksi administratif bagi pihak yang terlambat melakukan pembayaran 
retribusi terminal, Pemberian sosialisasi terhadap pedagang asongan liar, 







Kemurnian cinta justru ada ketika kita tidak takut untuk 
kehilangannya, pembuktian cinta justru ada hanya dalam 
jalannya masa, dan cinta yang sebenarnya justru adalah ketika 
kita tidak harus memilikinya. Nikmatilah cinta selagi engkau 
bisa, reguklah alirannya yang halus dan menghanyutkan, tetapi 
sekali lagi relakan dia pergi kapanpun dia menghendaki  
(gustav) 
 
Mata dengan tangan ibarat saudara yang selalu sehati. Saat tangan 
terluka, maka mata akan menangis, saat mata menangis, maka 
tangan akan mengusapnya 
(Anonim) 
 
Seseorang yang kita pikir adalah milik kita ternyata di bukan             
benar-benar  milik kita 
kita memiliki hatinya, cintanya, raganya dan tubuhnya’ tapi kita tak 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat, tidak akan 
mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk negara 
namun berbentuk pemerintahan daerah yang tersebar di seluruh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan pemerintahan daerah itu sendiri 
dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di dalam pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan : 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 
diatur dalam undang-undang. 
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(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. 
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintah pusat. 
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. 
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 
undang-undang. 
Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945  menyatakan : 
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota, atau atara provinsi dan kabupaten, dan kota 
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah. 
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alamdan sumber daya lainnya antara pemerinta pusat dan daerah diatur 
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945  menyatakan : 
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 




(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diatas  kemudian dijabarkan 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai 
pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah disini mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 
Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan faktor penting yang akan 
menentukan sukses tidaknya suatu pemerintahan dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Indikasinya adalah jika suatu pemerintahan, dalam 
hal ini Pemerintah Daerah mampu membuat kebijakan (policy) yang disusun 
sesuai dengan kaidah legal formal dan diterima masyarakat pasti kebijakan 
tersebut akan berbobot. Selanjutnya menurut Anderson sebagaimana dikutip 
oleh Hanif Nurcholis (2005: 158), disebutkan bahwa suatu kebijakan akan 
sempurna manakala memenuhi dua unsur yakni substantif dan prosedural. 
Secara substantif yang lazim disebut kebijakan substantif lebih menekankan 
pada aspek materi. 
Dalam konteks otonomi daerah eksistensi Pemerintah Daerah mutlak 
diperlukan. Belajar dari pengalaman sejarah perjalanan Negara Indonesia tak 
akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada 
puncak hierarki organisasi/pemerintah pusat, sebab akan menanggung beban 
yang berat. Agar kewenangan tersebut dilimpahkan secara efisien dan 
akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu 
diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian 
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kewenangan politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi 
(pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah 
daerah) disebut desentralisasi (Hanif Nurcholis, 2005: 8) 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya 
keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan 
pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah 
didekatkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonom saat ini 
hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, 
pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, 
desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum 
Suksesnya pelaksanaan pemerintahan termasuk di dalamnya suksesnya 
otonomi daerah ditandai dengan berhasilnya tugas-tugas di bidang 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut 
akan sangat ditentukan oleh peranan dan kemampuan lembaga pemerintah 
baik di pusat maupun daerah dalam menangani tugas-tugasnya berdasarkan 
prinsip pengelolaan yang baik dan benar menuju terciptanya suatu 
pemerintahan bersih dan berwibawa. Salah satu tugas Pemerintah dalam hal 
ini adalah pemerintah daerah adalah menciptakan ketertiban, kemanan dan 
kenyamanan bagi penduduk di daerahnya salah satunya adalah di bidang 
angkutan jalan dan jasa transportasi. 
Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari. Seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk, 
maka demi menciptakan kenyamanan dan kemanan dalam angkutan jalan dan 
jasa transportasi pelayanan transportasi perlu diimbangi dengan peningkatan 
sarana dan prasarana. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang 
jasa transportasi di dalam terminal sekarang ini, maka pelayanan masyarakat 
di bidang jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan 
memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di terminal. 
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Salah satu sektor publik yang memiliki peran vital bagi masyarakat 
adalah Sektor transportasi. Sering kita lihat fenomena di beberapa terminal 
dimana masih banyak penumpang yang memilih menunggu bis di luar 
terminal. Salah satu penyebabnya adalah ketidaknyamanan fasilitas di dalam 
terminal, seperti kondisi jalan yang rusak dan becek, ruang tunggu yang 
kurang nyaman, jumlah kios yang minim, serta fasilitas lainnya yang kurang 
memadai. Keadaan ini mengakibatkan hanya sedikit bus yang masuk ke dalam 
terminal yang pada akhirnya akan berdampak pada minimnya retribusi yang 
diterima.. Minimnya retribusi ini menyebabkan keterbatasan fasilitas . 
Padahal untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana tersebut 
tersebut dibutuhkan kompensasi dana dengan menambah jenis retribusi dan 
penyesuaian tarif retribusi. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan 
meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, disamping itu 
guna lebih terwujudnya ketertiban, kelancaran dan keamanan arus transportasi 
di dalam terminal. 
Demi menyesuaikan tuntutan tersebut Pemerintah Kota Surakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Terminal Penumpang. Dimana dalam peraturan daerah tersebut mengatur 
mengenai berbagai hal yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan 
prasarana terminal, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban, 
kelancaran dan kemanan arus transportasi di dalam terminal. 
Seperti yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana umum 
merupakan salah satu Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah untuk kabupaten/kota. Jadi tentunya Pemerintah kota dalam hal ini 
Pemerintah Kota Surakarta mempunyai fungsi dan perananan yang sangat 
penting dalam menyelenggarakan Terminal Penumpang di Kota Surakarta. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin 
mengadakan suatu penelitian dengan judul “ PERANAN PEMERINTAH 
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KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN TERMINAL 
PENUMPANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA 






B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan 
Terminal Penumpang Dan Jasa Pelayanannya Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal 
Penumpang ? 
2. Hambatan apa yang terjadi dalam pengelolaan terminal penumpang dan 
jasa pelayanannya di Kota Surakarta dan bagaimana solusinya? 
 
C. Tujuan penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 
yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 
melangkah sesuai dengan maksud penelitian.  Adapun tujuan yang ingin 
dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Terminal Penumpang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal Penumpang. 
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b. Untuk mengetahui Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan terminal 
penumpang dan jasa pelayanannya di Kota Surakarta dan solusinya. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 
praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 
c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum 
 
D. Manfaat penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
 49 
Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu 
akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “ metode “ 
berasal dari bahasa yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan 
suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut 
bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud. 
(Koentjoroningrat, 1993 : 22). 
Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai 
penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok 
pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis 
dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu 
dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 
pengujian”.(Winarno Surachman, 1990:26). 
Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu 
faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa 
penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode 
penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat 
ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan 
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mengadakan klasifikasi, yang didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan 
jenis penelitian. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris 
adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, 
dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang 
bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Prof. Dr Soerjono 
Soekanto adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 
membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun 
teori baru (Soerjono Soekanto, 2001 : 10). 
Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya 
sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 
analisa dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu. 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-
data yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan juga 
perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh 
(Soerjono Soekanto, 2001 : 250).  
4. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis 
melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Unit Pelaksana Tehnis 
Dinas Terminal (UPTD Terminal) DLLAJ Kota Surakarta dengan 
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pertimbangan bahwa UPTD Terminal merupakan unit pelaksana tehnis 
dinas di bawah DLLAJ Kota Surakarta yang bertugas menyelenggarakan 
terminal penumpang di Kota Surakarta 
5. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. 
a) Data Primer 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara 
atau observasi terhadap responden dalam penelitian. Sumber data 
primer ini diperoleh dari pejabat dan staf pelaksana terkait di UPTD 
Terminal 
b) Data Sekunder 
Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari 
penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, Pertama sumber data primer 
yaitu Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta, Kedua, sumber data 
sekunder yang terdiri dari : 
a) Bahan Hukum Primer  
Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. 
Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : 
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  
(2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
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(3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Terminal Penumpang 
(4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang 
Terminal Transportasi Jalan 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Sebagai pendukung dari data sekunder dan bahan hukum primer 
yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku teks 
yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat pakar, 
artikel, karya ilmiah, koran, dan majalah yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti . 
 
c) Bahan Hukum Tersier  
Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus  besar bahasa 
Indonesia dan sebagainya. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 
sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a) Data Primer 
Untuk mendapatkan data primer, adalah dengan cara 
wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang 
terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan 
yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang 
lengkap dan seteliti mungkin. Yang menjadi responden dalam 
wawancara ini adalah Ibu Reni selaku pejabat UPTD Terminal DLLAJ 
Surakarta. 
b) Data Sekunder 
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Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian 
atau kepustakaan atau library research guna memperoleh bahan-bahan 
hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan 
teori. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 
pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan  
model  analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang 
dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, 
menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan 
suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan 
berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung 
penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut 
adalah : 
a) Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul 
dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus 
menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. 
b) Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilaksanakan. 
c) Menarik Kesimpulan  
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 
peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
Pengumpulan data 
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mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 









Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif 
F. Sistematika Skripsi 
BAB I :  PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 
teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis 
akan menguraikan tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah, 
Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah dan Keputusan 
Kepala Daerah dan Tinjauan Umum Tentang Terminal 
Penumpang. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan 
menampilkan bagan kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat diskripsi lokasi penelitian dan hasil 
penelitian, yaitu : Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Terminal Penumpang Berdasarkan Peraturan 
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Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal 
Penumpang dan Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan 
terminal penumpang dan jasa pelayanannya di Kota Surakarta 
dan solusinya. 
BAB IV :  PENUTUP 






A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 
a. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia 
didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa :  
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah yang diatur dengan Undang-undang.” 
Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya 
perbedaan etnis, linguistik, agama, dan institusional sosial berbagai 
kelompok masyarakat lokal suatu negara. Fungsi pelayanan, dan 
pengaturan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan perlu didistribusikan secara sentral dan lokal, agar 
benar-benar aspiratif baik kepentingan nasional maupun tuntutan 
heterogenitas lokal. Dengan adanya Pemerintah Daerah akan 
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memperbesar akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung 
dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh 
kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumberdaya, masalah, 
kendala dan kebutuhan daerahnya (Sarundajang, 2002: 3). 
Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua 
urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diadakannya 
pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Pemerintah 
tingkat bawah inilah yang disebut sebagai Pemerintah Daerah. Adapun 
ciri-ciri pemerintah daerah menurut   J. Openheim adalah : 
1) Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil 
daripada negaranya; 
2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi; 
3) Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh negara akan 
tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya 
bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya; 
4) Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan 
kepentingan-kepentingan tersebut; 
5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan 
(Prabawa Utama, 1991: 1). 
Sedangkan pemerintah daerah yang mengurus rumah 
tangganya sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
1) Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan adalah urusan 
yang telah menjadi urusan rumah tanganya sendiri. 
2) Penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh pejabat-
pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah. 
3) Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas 
inisiatif dan prakarsa sendiri. 
4) Hubungan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah 
tingkat atasnya dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang 
sifatnya pengendalian dan pengawasan saja. 
14 
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5) Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sedapat mungkin 
dibiayai dari sumber-sumber keuangannya sendiri (Hestu Cipto 
Handoyo & Y. Thresianti S, 1996 : 85).  
Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :  
“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimakusd dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.”  
Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut 
Pasal tersebut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang 
dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Dalam menjalankan Pemerintahan daerah, secara hierarki 
Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri. Jadi Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban 
memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang pelaksanaan pemerintahan daerah 
yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan 
Daerah.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur 
Pemerintah Daerah berfungsi sebagai partner Kepala Daerah dan juga 
berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah 
yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah. 
Dalam menyelenggarakan daerah otonom dibentuk pula 
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Sekretariat Daerah merupakan 
unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan Daerah sehingga diharapkan Sekretariat Daerah ini dapat 
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berdaya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pekerjaannya 
dan dapat dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu. Sedangkan Dinas 
Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat tanpa terlalu mempertimbangkan untung-rugi, tetapi dalam 
batas-batas tertentu  dapat didayagunakan dan bertindak sebagai 
organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan 
imbalan. 
 
b. Dasar Hukum 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia 
didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 
Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mengatur 
mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 
tugas Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas 
dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan di daerah sudah tidak berlaku 
dan telah diganti. Begitu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. 
c. Pembagian Daerah dan Asas-asas Pemerintahan Daerah 
Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah 
provinsi, dimana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah 
kabupaten dan kota sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-
masing mempunyai pemerintahan daerah.” 
Pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas 
penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 dalam penyelenggaraannya berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan.  
Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
itu berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah : 
1) Asas Desentralisasi 
Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2) Asas Dekonsentrasi 
Yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu. 
3) Asas Tugas Pembantuan 
Yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau 
desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau 
desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu 
d. Otonomi Daerah 
Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi 
daerah adalah : “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 
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Sedangkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 
menyebutkan daerah otonom adalah: 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah nyang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masayarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
 
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah 
yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yang akan memberikan 
kepercayaan bagi daerah kabupaten/daerah kota untuk mengelola 
kewenangan yang lebih besar dan luas. Di samping itu, pemberian 
otonomi yang luas juga akan menjamin kemantapan otonomi daerah, 
karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan 
daerah otonom tidak lagi dalam hubungan vertikal dengan pemerintah 
daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri 
dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.  
Pengertian asas otonomi yang luas, nyata, dan 
bertanggungjawab   yaitu : 
1) Otonomi yang luas 
Adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang 
pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta 
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. 
Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula 
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai 
dari perencanaan, pelaksanan, pengawasan, pengendalian dan 
evaluasi. 
2) Otonomi yang nyata  
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Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata 
telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang di 
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah 
tidak selalu sama dengan daerah lainnya. 
 
 
3) Otonomi yang bertanggungjawab 
Adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai 
konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam 
wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam 
mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan 
dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan 
demokratis, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharan hubungan 
yang serasi antara pusat dengan daerah serta antar-daerah dalam 
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia. 
Terdapat beberapa prinsip dalam pemberian otonomi daerah 
yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan 
penyelenggaraan daerah otonom yaitu: 
1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta 
potensi dan keanekaragaman Daerah; 
2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata 
dan bertanggung jawab; 
3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada 
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi 
merupakan otonomi yang terbatas. 
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4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara 
terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara 
Daerah; 
5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah. 
e. Fungsí dan Wewenang Pemerintah Kota 
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dijelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang 
berskala kabupaten/kota meliputi:  
1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;  
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;  
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;  
5) Penanganan bidang kesehatan;  
6) Penyelenggaraan pendidikan; 
7) Penanggulangan masalah sosial;  
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;  
9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;  
10) Pengendalian lingkungan hidup;  
11) Pelayanan pertanahan;  
12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;  
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;  
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14) Pelayanan administrasi penanaman modal;  
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.  
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan 
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
2. Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 
Daerah 
Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 
menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis 
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut. 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden; 
e. Peraturan Daerah. 
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah juga merupakan 
sumber hukum, khususnya sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. 
Peraturan daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah dalam fungsinya 
sebagai sumber hukum dalam pengertiannya sebagai asal hukum positif 
berwujud sebagai keputusan penguasa yang berwenang, dalam hal ini 
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. 
Secara formal bentuk peraturan daerah harus memenuhi tiga syarat, 
yaitu : 
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a. Tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah 
ditentukan, sejak mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, 
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, serta 
penandatanganan Peraturan Daerah. 
b. Dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan. 
c. Diundangkan dalam bentuk sebagaimana mestinya dalam hal ini hanya 
Peraturan Daerah yang bersifat mengatur. 
Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi : 
a. Kejelasan tujuan 
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan 
yang jelas yang hendak dicapai. 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau organ pembentuk 
yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan 
harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan 
Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis dan materi 
muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 
dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. 
d. Dapat dilaksanakan 
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan 
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efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam 
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” 
adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena 
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
f. Kejelasan rumusan 
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap 
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan 
kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah 
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 
dalam pelaksanaannya. 
g. Keterbukaan 
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 
proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat 
transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 
masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. 
 Sedangkan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung 
asas : 
a. Pengayoman  
b. Kemanusiaan 
c. Kebangsaan 
d. Kekeluargaan  
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e. Kenusantaraan 
f. Bhineka tunggal ika  
g. Keadilan 
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
i. Ketertiban dan kepastian hukum 
j. Keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan 
3. Tinjauan Umum Tentang Terminal Penumpang 
a. Definisi Terminal penumpang 
Terminal adalah titik simpul berbagai moda angkutan, sebagai 
titik  Perpindahan penumpang dari moda satu ke moda lain atau dari  
berbagai moda ke suatu moda, juga suatu titik tujuan atau titik akhir 
orang setelah turun melanjutkan berjalan kaki ke tempat kerja, rumah 
atau pasar, dengan kata lain, terminaladalah sebuah titik henti 
(http://www.pu.go.id). 
Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi 
Jalan  Terminal Penumpang adalah prasarana 
transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan 
menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau 
antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum. 
Sedangkan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal 
Penumpang dijelaskan bahwa yang dimaksud terminal 
penumpang adalah prasarana transortasi jalan untuk 
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, 
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perpindahan intra dan atau antar moda transortasi serta 
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 
angkutan penumpang umum yang merupakan salah satu 
wujud simpul jaringan transportasi. 
b. Fungsi dan Jenis Terminal 
Menurut Abubakar Ak (1996) fungsi terminal transportasi jalan 
dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu: fungsi terminal bagi 
penumpang, fungsi terminal bagi pemerintah dan fungsi terminal bagi 
pengusaha.  
1) Fungsi terminal bagi penumpang, adalah kenyamanan menunggu, 
kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda 
lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir 
kendaraan pribadi.  
2) Fungís Terminal bagi Pemerintah, adalah dari segi perencanaan 
dan manajemen lalulintas adalah untuk menata lalulintas dan 
angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan 
retribusi dan sebagai pengendali kendaraan angkutan umum.  
3) Fungsi terminal bagi Pengusaha, adalah untuk pengaturan operasi 
bus/angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi 
bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan 
(http://www.pkm.dikti.net). 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalulintas Jalan Tipe terminal penumpang terdiri dari:  
1) Terminal penumpang tipe A 
Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum 
untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas 
batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota 
dan angkutan pedesaan 
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2) Terminal penumpang tipe B  
Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum 
untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau 
angkutan pedesaan 
3) Terminal penumpang tipe C  
Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum 
untuk angkutan pedesaan 
c. Fasilitas Terminal Penumpang 
Dalam Pasal 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 
Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan dijelaskan bahwa 
Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas 
penunjang. Fasilitas utama yang dimaksud terdiri dari:  
1) Jalur pemberangkatan kendaraan umum;  
2) Jalur kedatangan kendaraan umum;  
3) Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, 
termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat 
kendaraan umum;  
4) Tangunan kantor terminal;  
5) Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;  
6) Menara pengawas;  
7) Loket penjualan karcis;  
8) Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya 
memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadual perjalanan;  
9) Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.  
Untuk fasilitas penunjang dapat berupa:  
1) Kamar kecil/toilet;  
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2) Musholla;  
3) Kios/kantin;  
4) Ruang pengobatan;  
5) Ruang informasi dan pengaduan;  
6) Telepon umum;  




d. Lokasi Terminal Penumpang 
Lokasi terminal penumpang ditetapkan oleh : 
1) Direktur Jenderal setelah mendengar pendapat Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Perhubungan setempat, untuk terminal penumpang tipe A;  
2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pendapat 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat dan 
mendapat persetujuan Direktur Jenderal, untuk terminal 
penumpang tipe B;  
3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pendapat 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat dan 
mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I, 
untuk terminal penumpang tipe C. 
Penyelenggaraan terminal dilakukan setelah mendapat 
persetujuan dari:  
1) Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;  
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2) Gubernur Kepala daerah Tingkat I untuk terminal tipe B;  
3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk terminal tipe C.  
Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan 
dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi 
simpul yang merupakan bagian dari rencana umum 
jaringan transportasi jalan. Lokasi terminal 
penumpang tipe A, tipe B dan tipe C, ditetapkan 
dengan memperhatikan:  
1) Rencana umum tata ruang;  
2) Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar 
terminal;  
3) Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun 
antar moda;  
4) Kondisi topografi lokasi terminal;  
5) Kelestarian lingkungan. 
Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A 
harus memenuhi persyaratan:  
1) Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar 
propinsi dan/atau angkutan lalu lintas batas 
negara;  
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2) Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan 
sekurang-kurangnya kelas IIIA;  
3) Jarak antara dua terminal penumpang tipe A, 
sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km 
di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya;  
4) Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha 
untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 
ha di pulau lainnya;  
5) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar 
ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-
kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau 
lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau 
masuk terminal.  
Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B, 
harus memenuhi persyaratan:  
1) Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam 
propinsi;  
2) Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas 
jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB;  
3) Jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau 
dengan terminal penumpang tipe A, sekurang-
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kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan 30 km di 
Pulau lainnya;  
4) Tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 ha untuk 
terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 2 ha 
untuk terminal di pulau lainnya;  
5) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar 
ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-
kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau 
lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau 
masuk terminal.  
Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C 
harus memenuhi persyaratan:  
1) Terletak di dalam wilayah Kabupaten daerah 
Tingkat II dan dalam jaringan trayek pedesaan;  
2) Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas 
jalan paling tinggi kelas IIIA;  
3) Tersedia lahan sesuai dengan permintaan 
angkutan;  
4) Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan 
dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran 











































Gambar 2 : Kerangka Pemikiran 
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Suksesnya pelaksanaan pemerintahan termasuk di dalamnya suksesnya 
otonomi daerah ditandai dengan berhasilnya tugas-tugas di bidang pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan sangat 
ditentukan oleh peranan dan kemampuan lembaga pemerintah baik di pusat 
maupun daerah dalam menangani tugas-tugasnya berdasarkan prinsip pengelolaan 
yang baik dan benar menuju terciptanya suatu pemerintahan bersih dan 
berwibawa 
Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari. Seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk, maka 
demi menciptakan kenyamanan dan kemanan dalam angkutan jalan dan jasa 
transportasi pelayanan transportasi perlu diimbangi dengan peningkatan sarana 
dan prasarana. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang jasa 
transportasi di dalam terminal sekarang ini, maka pelayanan masyarakat di bidang 
jasa transportasi perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas 
sarana dan prasarana di terminal 
Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal Penumpang. Dimana dalam 
peraturan daerah tersebut mengatur mengenai berbagai hal yang bertujuan untuk 
meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana terminal, sehingga diharapkan dapat 
menciptakan ketertiban, kelancaran dan kemanan arus transportasi di dalam 
terminal. 
Pihak yang berwenang menyelenggarakan terminal penumpang adalah 
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta (DLLAJ) melalui Unit 
Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Terminal 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Kedudukan UPTD Terminal dalam Struktur Organisasi DLLAJ Kota 
Surakarta 
Pada awal 1975, terminal bus tertonadi ini bernama ”Stasiun Bus 
Harjodaksino”. Pada masa itu stasiun bus yang berada di Kampung 
Gemblegan ini dipandang sudah tidak mampu lagi menampung jumlah bus 
yang kian bertambah banyak (Overload). 
Mengingat kondisi yang sudah tidak memadahi lagi sehingga timbul 
kemacetan, serta dari pertimbangan lain, maka Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Surakarta menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 
138/Kep/B1/1975 pada tanggal 26 Juni 1975 yang menetapkan antara lain 
perlunya relokasi terminal bus dan PT Sarana Dwipa Semarang ditunjuk untuk 
merancanakan, mengerjakan, sekaligus membiayai proyek terminal bus baru 
yang berlokasi di sebelah timur taman tirtonadi kelurahan gilingan kecamatan 
Banjarsari yang selanjutnya dinamakan Terminal Bus Tirtonadi Surakarta. 
Pembangunan terminal tersebut selesai pada bulan juli 1976, yang 
kemudian peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa tengah dan mulai beroperasi pada tanggal 18 juli 1976 yang 
pengelolanya masih ditangani oleh pihak kontraktor pembangunan, yaitu PT 
Sarana Dwipa yang sesuai perjanjian memiliki hak mengelola selama 80 bulan 
( 8 bulan untuk masa pembangunan, 72 bulan untuk hak pengelolaan). 
Satu Tahun kemudian, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam 
negeri menerbitkan Surat keputusan bersama pada tanggal 10 Agustus 1977 
yang pada intinya ditetapkan bahwa pengelolaan terminal bus dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah tingkat II (c.q. Dinas pendapatan Daerah). Dengan 
demikian, maka pengelolaan Terminal Bus tertonadi Surakarta selanjutnya 
ditangani oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta c.q. Dinas 




Seiring dengan perkembangan jaman, maka semakin lama semakin 
banyak bertambah jumlah bus, maka kemudian pada tahun 1988 untuk 
menanggulangi kemacetan dan jumlah bus yang terus bertambah, 
dilaksanakan perluasan dan pengembangan pertama, kemudian pada tahun 
1991 juga diadakan lagi perluasan ke arah barat yang hingga saat ini 
diperuntukkan bagi bus-bus yang berangkatnya ke arah barat. Perluasan 
tersebut juga selalu diikuti dengan penambahan fasilitas-fasilitas penunjang 
terminal baik kamar mandi, fasilitas parkir, dan lain sebagainya. 
Perkembangan selanjutnya setelah diberlakukan otonomi daerah, 
Pemerintah Kota Surakarta kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan ditindak lanjuti dengan Surat 
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan dan 
Kewenangan Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan kota Surakarta, dimana UPTD 
Terminal yang sebelumnya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah 
kemudian selanjutnya masuk ke jajaran Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, 
maka secara otomatis pengelolaan terminal ditangani oleh UPTD Terminal 
Bus Tirtonadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta yang berjalan 
hingga saat ini. 
Berikut ini akan penulis sajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Lalu 
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Dari bagan struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa susunan organisasi 
Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian Kepegawaian 
c. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Dinas Bina Program terdiri dari : 
a. Seksi Perencanaan 
b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 
4. Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari : 
a. Seksi Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban 
5. Sub Dinas Angkutan terdiri dari : 
a. Seksi Angkutan Orang 
b. Seksi Angkutan Barang 
6. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari : 
a. Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel 
b. Seksi Uji Kendaraan 
7. Unit Pelaksana  Teknik  Dinas  Terminal dipimpin oleh seorang Kepala 
8. Unit Pelaksana Teknik Dinas Perparkiran dipimpin oleh seorang kepala 




Tugas dan fungsi DLLAJ Kota Surakarta diatur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 6 tahun 2001 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut 
dijelaskan bahwa Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Walikota. 
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan itu sendiri mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan 
jalan yang meliputi : 
a. Pemberian ijin trayek angkutan 
b. Uji kendaraan 
c. Pengaturan parkir 
d. Urusan-urusan lain yang menyangkut penyelenggaraan urusan lalu lintas 
angkutan jalan 
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan 
kota Surakarta (DLLAJ) mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan tata usaha Dinas 
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta bimbingan 
keselamatan dan ketertiban lalu lintas 
d. Pengaturan orang dan barang 
e. Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel 
f. Penyelenggaraan uji kendaraan 
g. Penyelenggaraan penyuluhan 
h. Pembinaan jabatan fungsional 
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Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
terminal seseuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Uraian tugas tersebut antara lain : 
a. Menyusun program kerja unit pelaksana teknis dinas terminal 
sesuaidengan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta 
pemerataan tugas 
c. Melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku 
d. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di lingkungan terminal 
e. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, halaman, taman, peralatan dan 
inventaris milik Pemerintah Kota Surakarta yang berada di komplek 
terminal 
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah 
g. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan 
tahunan 









B. Peranan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Terminal 
Penumpang Dan Jasa Pelayanannya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal Penumpang 
1. Dasar Hukum Pengelolaan Terminal Penumpang oleh UPTD Terminal 
Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk 
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Di kota Surakarta 
Terminal penumpang yang menjadi pusat transportasi bus adalah terminal 
tirtonadi surakarta. Terminal tirtonadi dikelola oleh Pemerintah Kota 
Surakarta melalui UPTD Terminal. Dasar hukum penyelenggaraan dan 
pengelolaan terminal penumpang di Kota Surakarta terdapat dalam Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang.  
Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Terminal Penumpang diatur mengenai penyelenggara terminal 
penumpang. 
 Pasal 12 
(1) Wewenang penyelenggaraan terminal penumpang berada pada Walikota 
(2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh UPTD Terminal di bawah 
pengelolaan Dinas lalu Lintas dan Angkutan jalan (DLLAJ). 
Dalam Pasal 17 Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Susunan dan Kewenangan Dinas Lalu Lintas Angkutan 
Jalan Kota Surakarta, dijelaskan bahwa salah satu tugas dari UPTD terminal 
adalah Melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku, maka secara otomatis pengelolaan 
terminal ditangani oleh UPTD Terminal Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
Kota Surakarta. 
2. Peranan Kerja UPTD Terminal dalam Pengelolaan Terminal 
Penumpang di Kota Surakarta 
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UPTD Terminal mempunyai peranan dalam 
penyelenggaraan terminal penumpang di Kota Surakarta. 
Kegiatan penyelenggaraan terminal penumpang di kota 
Surakarta meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan 
dan penertiban terminal. 
a. Pengelolaan Terminal 
Kegiatan Pengelolaan terminal penumpang yang dilaksanakan 
oleh UPTD Terminal meliputi : kegiatan perencaan operasional, 
pelaksanaan operasional dan pengawasan operasional 
1) Kegiatan Perencanaan operasional,  
Kegiatan perencanaan operasional terminal yang 
dilaksanakan oleh UPTD Terminal meliputi:  
a) Penataan pelataran terminal menurut rute atau 
jurusan;  
b) Penataan fasilitas penumpang; 
Fasilitas utama yang ada di terminal penumpang , 
terdiri dari: 
(1) Jalur pemberangkatan kendaraan umum;  
(2) Jalur kedatangan kendaraan umum;  
(3)   Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu 
keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan 
tempat istirahat kendaraan umum;  
(4) Bangunan kantor terminal;  
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(5) Ruang tunggu penumpang  
(6) Menara pengawas;  
(7) Loket penjualan karcis;  
(8) Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-
kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan 
jadwal perjalanan;  
(9) Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi 
(10) Pos Keamanan 
(11) Musholla. 
c) Penataan fasilitas penunjang terminal; 
Fasilitas penunjang terminal penumpang terdiri dari : 
(1) Kamar kecil/toilet;  
(2) Kios/kantin;  
(3) Ruang pengobatan;  
(4) Ruang informasi dan pengaduan;  
(5) Telepon umum;  
(6) Tempat penitipan kendaraan:  
(7) Taman dan penghijauan 
d) Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan 
terminal;  
e) Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif 
angkutan;  
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f) Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu 
pengawasan; 
g) Pengaturan jadwal petugas di Terminal 
h) Evaluasi sistem pengoperasian terminal 
2) Pelaksanaan Operasional 
Kegiatan pelaksanaan operasional terminal, meliputi:  
a) Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam 
terminal;  
b) Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta 
kelayakan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;  
c) Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut 
jadwal yang telah ditetapkan;  
d) Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang; 
Pungutan jasa pelayanan terminal penumpang 
terdiri dari : 
(1) Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan 
untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang 
(2) Jasa penggunaan tempat kendaraan angkutan selama 
menunggu keberangkatan 
(3) Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan 
angkutan umum penumpang 
(4) Jasa penggunaan kios 
(5) Tempat penjualan tiket karcis 
 lxxxvi
(6) Ruang tunggu penumpang 
(7) Tanda pengenal dagang beserta karyawannya, penjual karcis, 
penjual jasa dan pembersih bus 
(8) Jasa pemasangan reklame 
(9) Jasa kebersihan 
e) Pemberitahuan tentang kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan umum kepada penumpang;  
f) Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;  
g) Pencatatan dan pelaporan pelanggaran.  
h) Mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat. 
 
3) Pengawasan Operasional  
Kegiatan pengawasan opersional terminal yang dilaksanakan oleh 
UPTD Terminal meliputi pengawasan terhadap:  
a) Tarif angkutan;  
b) Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;  
c) Kapasitas muatan yang diizinkan;  
d) Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;  
e) Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan 
peruntukannya 
b. Pemeliharaan  
Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar 
terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya. Pemeliharaan 
terminal tersebut, meliputi kegiatan:  
1) Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;  
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2) Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan 
rambu, marka dan papan informasi;  
3) Merawat saluran-saluran air;  
4) Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan  
5) Merawat alat komunikasi;  
6) Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran 
c. Penertiban terminal. 
Penertiban terminal dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu 
fungsi pokok terminal. 
 
 
3. Hasil capaian kinerja UPTD Terminal dalam pengelolaan Terminal 
Penumpang 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni selaku Pejabat UPTD 
Terminal pada tanggal 1 April 2008, hasil capaian kinerja UPTD Terminal  
dalam pengelolaan Terminal Penumpang yaitu di terminal Tirtonadi 
Surakarta adalah sebagai berikut. 
a. UPTD Terminal telah mengatur tempat pelataran untuk bus di terminal 
tirtonadi, yaitu : 
1) Jalur kedatangan bus/penurunan penumpang seluas 2.235 M2 untuk 
kapasitas untuk 14 bus 
2) Jalur Pemberangkatan timur seluas 6.420 M2 untuk kapasitas 38 bus 
3) Jalur pemberangankatan barat seluas 3.996 M2 untuk kapasitas 28 bus 
4) Jalur untuk istirahat timur seluas 6.261 M2 untuk kapasitas 70 bus 
b. Untuk fasilitas di dalam terminal Tirtonadi, UPTD terminal telah sebaik 
mungkin membangun ataupun merenovasi beberapa fasilitas, baik 
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fasilitas untuk pengunjung maupun penumpang ataupun fasilitas 
bangunan kantor. 
1) Fasilitas untuk pengunjung 
Fasilitas untuk penumpang/pengunjung yang saat ini sudah ada di 
Terminal Tirtonadi Surakarta adalah : 
a) Pelataran parkir kendaraan pengunjung seluas 3400 M2 
b) Emplasemen seluas 1806 M2 
c) Ruang tunggu sebanyak 2 lokai seluas 694 M2 
d) Kamar kecil sebanyak 8 buah 
e) Puskesmas pembantu sebanyak 1 bangunan seluas 64 M2 
f) Sebuah Masjid seluas 153 M2 
g) Tempat penitipan sepeda/ sepeda motor sebanyak 2 lokasi dengan 
luas 1099 M2 
h) Papan Jurusan/ Papan tarif 70 buah 
i) Papan informasi (dari BIK) 
j) Telepon Umum 
(1) Telepon koin 5 unit 
(2) Telepon Kartu 3 unit 
(3) Wartel 18 unit 
k) Kios / los sebanyak 144 buah seluas 2981 M2 
2) Fasilitas bangunan kantor 
Fasilitas bangunan / kantor yang saat ini tersedia di terminal Tirtonadi 
Surakarta adalah : 
a) Kantor Ketatausahaan seluas 260 M2 
b) Ruang pertemuan/ Rapat seluas 60 M2 
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c) Ruang urusan pungutan, pelayanan, gudang arsip seluas 126 M2 
d) Pos Penarikan retribusi, ruang urusan PPL seluas 80 M2 
e) Pos Polisi seluas 12 M2 
f) Ruang urusan pemeliharaan dan kebersihan seluas 120 M2 
g) Menara pengawas sebanyak 2 buah dengan luas 180 M2 
h) Garasi truk sampah dan kendaraan angkutan seluas 243 M2 
 
c. UPTD Terminal juga telah menata jadwal dan rute perjalanan bus di 
Terminal Tirtonadi. Rute Perjalanan yang ada di terminal tirtonadi 
Surakarta adalah : 
1) Antar Kota Antar Propinsi 
a) Solo-Pacitan rata-rata jumlah bus per haru 94 bus 
b) Solo-Jogjakarta rata-rata jumlah bus per hari 512 bus 
c) Solo-Surabaya/Malang/Banyuwangi rata-rata jumlah bus per hari 
412 bus 
d) Solo-Tasikmalaya/Bandung/Sukabumi rata-rata jumlah bus per 
hari 90 bus 
e) Solo-Jakarta rata-rata jumlah bus per hari 158 bus 
f) Solo-Bogor rata-rata jumlah bus per hari 30 bus 
g) Solo-Merak rata-rata jumlah bus per hari 28 bus 
h) Solo-Sumatra rata-rata jumlah bus per hari 14 bus 
i) Solo-Denpasar rata-rata jumlah bus per hari 16 bus  
2) Antar Kota Dalam Propinsi 
a) Solo-Semarang rata-rata jumlah bus per hari 192 bus 
b) Solo-Purwodadi rata-rata jumlah bus per hari 168 bus 
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c) Solo-Sragen rata-rata jumlah bus per hari 178 bus 
d) Solo-Matesih/TW rata-rata jumlah bus per hari 144 bus 
e) Solo-Wonogiri rata-rata jumlah bus per hari 198 bus 
f) Solo-Wilayah di Kabupaten Sukoharjo rata-rata jumlah bus per 
hari 218 bus 
g) Solo-Wilayah di Kabupaten Karanganyar rata-rata jumlah bus per 
hari 188 bus 
h) Solo-Wilayah di Kabupaten Boyolali rata-rata jumlah bus per hari 
204 bus 
i) Solo-Wilayah di Kabupaten Klaten rata-rata jumlah bus per hari 
40 bus 
3) Untuk Angkutan Perkotaan (Kartosuro - Terminal tirtonadi - Jurug) 
rata-rata jumlah perharinya 30 angkutan 
4) Untuk Angkutan Kota ( kadipiro - terminal Tietonadi - Pasar 
Klewer(jalur 06))  rata-rata jumlah perharinya adalah 35 angkutan.  
d. Saat ini UPTD Terminal telah berhasil menghimpun pekerja-pekerja 
maupun agen-agen bus  dan pemilik kios untuk menjalankan usahanya di 
dalam terminal tirtonadi. Tentunya dengan menghimpun 
pekerja/agen/kios untuk menjalankan usahanya di dalam terminal dapat 
untuk meningkatkan pendapatan di terminal tirtonadi. Himpunan 
kelompok pencari nafkah yang ada di terminal tirtonadi surakarta adalah 
sebagai berikut : 
1) Himpunan pemilik kios dan Los (HPKL) sebanyak 144 orang 
2) Himpunan Agen Bus Malam (HABMA) sebanyak 214 orang 
3) Himpunan Pengurus Bus Antar Kota (HIPBAK) sebanyak 245 orang 
4) Himpunan Pengemudi Becak Terminal (HPBT) sebanyak 129 orang 
5) Himpunan Cartean Terminal Tirtonadi (HCTT) sebanyak 70 orang 
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6) Kelompok Pembersih Bus Terminal (KPBT) sebanyak 43 orang 
7) Kelompok Angkutan Barang Terminal (KABT) sebanyak 70 orang 
8) Pedagang Asongan sebanyak 400 orang 
 
e. Sehubungan dengan tarif retribusi dan penggunaan jasa di terminal 
Tirtonadi sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, 
Pemerintah Kota Surakarta melalui UPTD Terminal telah menetapkan 
besarnya tarif retribusi di terminal tirtonadi.  
Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan luas dan 
jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, jenis 
kendaraan, jumlah dan waktu pelayanan. Prinsip dan sasaran penetapan 
struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, 
penyelenggaraan, kebersihan dan administrasi. 
Struktur tarif retribusi terdiri dari biaya-biaya penatausahaan, 
penerbitan dokumen, pengawasan dan pengendalian lapangan, 
kebersihan, penerangan, penyusutan, dan pemeliharaan. Daftar tarif 
retribusi terminal di Terminal tirtonadi yang diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2002 Tentang Terminal 
penumpang adalah sebagai berikut 
1) Bus AKAP 
a) Bus cepat AKAP/AKDP untuk menurunkan/menaikkan jalur 
istirahat/parkir/kebersihan besarnya tarif retribusi adalah Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah) untuk sekali parkir 
b) Bus Lambat AKAP/AKDP untuk menurunkan/menaikkan jalur 
istirahat/parkir/kebersihan besarnya tarif retribusi adalah Rp. 
1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali parkir 
2) Bus Perkotaan 
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a) Bus besar dan bus sedang untuk menurunkan/menaikkan 
penumpang/jalur istirahat/parkir/kebersihan besarnya tarif 
retribusi adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 
sekali masuk 
b) bus kecil untuk menurunkan/menaikkan penumpang/jalur 
istirahat/kebersihan adalah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) 
untuk sekali masuk 
3) Bus kota 
a) Bus besar dan bus sedang untuk menurunkan/menaikkan 
penumpang/jalur istirahat/parkir/kebersihan besarnya tarif 
retribusi adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 
sekali masuk. 
b) Bus kecil untuk menurunkan/menaikkan penumpang/jalur 
istirahat/parkir/kebersihan besarnya tarif retribusi adalah Rp. 300,- 
(tiga ratus rupiah) untuk sekali masuk. 
4) Taksi dan Mobil 
Untuk menurunkan/menaikkan, jalur istirahat dan kebersihan 
tarif retribusinya adalah sebesar  Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 
sakali masuk maksimal tiga jam 
5) Sepeda motor 
a) Untuk parkir adalah Rp 200,- (dua ratus rupiah) untuk sekali 
masuk maksimal tiga jam 
b) Untuk penitipan (termauk helm) adalah sebesar Rp. 500,- (lima 
ratus rupiah) untuk sekalipenitipan maksimal 24 jam  
6) Sepeda 
Untuk penitipan sepeda dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- (dua 
ratus rupiah) untuk sekali penitipan maksimal 24 jam. 
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7) Becak 
Tarif retribusi untuk becak yang hendak masuk komplek terminal 
adalah Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk sekali masuk maksimal 24 jam 
8) Kios Terbuka dan Kios tertutup 
Untuk kios ini dikenakan retribusi tempat usaha dagang dan 
kebersihan. besarnya retribusi adalah : 
1) Rp. 110,-/M2 per hari untuk Klas I 
2) Rp. 100,-/M2 per hari untuk Klas II 
3) Rp. 90,-/M2 per hari untuk Kios terbuka 
9) Tempat penjualan karcis bus/non-bus 
Untuk tempat penjualan karcis bus/non bus dikenakan retribusi 
tempat/loket sebesar Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari 
untuk masa 1 tahun 
10) Ruang tunggu 
Untuk ruang tunggu dinekanan retribusi ruang tunggu, kebersihan, 
penerangan, tempat duduk, pusat informasi, MCK (toilet) sebesar Rp. 
200,- (dua ratus rupiah) per orang 
11) Tanda pengenal pedagang, penjual karcis, pembersih bus, asongan 
dan penyemir sepatu 
Untuk tanda pengenal ini dikenakan tarif sebesar Rp. 5000,- (lima ribu 
rupiah) per orang 
f. Sejalan dengan penentuan tarif diatas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 
2007 kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah di Kota Surakarta 
adalah Pada tahun 2007 target penerimaan dan pendapatan di terminal 
tirtonadi Surakarta adalah sebsesar Rp. 3.460.000,000- (tiga miliar empat 
ratus enampuluh juta rupiah). Hasil pendapatan yang diperoleh pada tahun 
2007 adalah sebesar Rp. 3.306.002.860,- (tiga miliar tiga ratus enam juta 
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dua ribu delapan ratus enampuluh rupiah) dengan perincian  Rp. 
2.024.399.500,-(dua miliar dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh 
sembilan ribu lima ratus rupiah) merupakan pendapatan TPR Bus/ hasil 
retribusi bus sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.281.603.360 (satu miliar dua 
ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh rupiah) merupakan 
pendapatan non TPR bus/ di luar hasil retribusi bus. Hal ini 
mengindikasikan bahwa dari target pendapatan atau penerimaan yang 
ditetapkan oleh UPTD terminal pada tahun 2007 , ternyata dapat 
direalisasikan sebesar 95, 5 %. 
Berikut ini tabel pendapatan yang diperoleh oleh UPTD Terminal 





















Pendapatan UPTD terminal Kota Surakarta Tahun 2007 








Pendapatan TPR Bus 
- Bus AKAP/AKDP (Cepat & Lambat) 
- Bus Perkotaan (Bus besar, sedang,    
   kecil) 
- Bus Kota (Bus besar, sedang, kecil) 
JUMLAH 
Pendapatan Non TPR Bus 
- Taksi dan Mobil 
- Parkir dan Penitipan sepeda motor 
- Penitipan sepeda 
- Becak 
- Kios terbuka dan kios tertutup 
- Loket/tempat penjualan karcis 
- Ruang Tunggu 
- Pembuatan Tanda Pengenal 
- Retribusi asongan dan penyemir  











Rp.   76.240.000,- 




Rp.     2.500.000,- 




JUMLAH PENDAPATAN TOTAL 
(TPR BUS DAN TPR NON BUS) 
Rp. 3.306.002.860,-  
 
Berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh UPTD Terminal dalam 
pengelolaan terminal tirtonadi, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota 
Surakarta melalui UPTD terminal sudah berperan cukup baik dalam usaha 
pengelolaan terminal tirtonadi Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari Fasilitas 
untuk penumpang/pengunjung  maupun bangunan atau kantor yang saat ini 
sudah ada di Terminal Tirtonadi Surakarta sudah cukup baik dan memadahi, 
selain itu UPTD Terminal juga telah menata jadwal dan rute perjalanan bus di 
Terminal Tirtonadi, sehingga memudahkan para penumpang  yang hendak 
bepergian baik dalam kota maupun keluar kota dengan bus. 
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UPTD Terminal juga telah berhasil menghimpun pekerja-pekerja 
maupun agen-agen bus  dan pemilik kios untuk menjalankan usahanya di 
dalam terminal tirtonadi. Tentunya dengan menghimpun pekerja/agen/kios 
untuk menjalankan usahanya di dalam terminal dapat untuk meningkatkan 
pendapatan di terminal tirtonadi, selain itu dengan adanya kios-kios di 
terminal tirtonadi tentunya dapat memudahkan penumpang apabila hendak 
membeli makanan. 
Sehubungan dengan tarif retribusi dan penggunaan jasa di terminal 
Tirtonadi sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, 
Pemerintah Kota Surakarta melalui UPTD Terminal telah menetapkan 
besarnya tarif retribusi di terminal tirtonadi. Semua jasa pelayanan ataupun 
retribusi terminal yang diterima oleh UPTD Terminal semuanya akan disetor 
ke Kas Daerah untuk kemudian diberikan ke Pemerintah Kota Surakarta 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 
Target penerimaan pendapatan di terminal tirtonadi Surakarta pada 
tahun 2007 telah ditetapkan sebelumnya dan dari target tersebut telah 
terealisasi pendapatan yang berhasil masuk di UPTD Terminal sebesar 
95,5%.Walaupun masih kurang sekitar 4.5% tetapi hasil yang dicapai sudah 
cukup baik. Hasil pendapatan tersebut akan disetorkan ke kas daerah sebagai 
salah satu pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan hasil yang dicapai tersebut dapat dilihat bahwa 
Pemerintah Kota Surakarta melalui UPTD Terminal telah berperan dengan 
baik dan efektif dalam pengelolaan terminal penumpang di Kota Surakarta 
yaitu Terminal Tirtonadi Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang. 
 
C. Hambatan Dalam Pengelolaan Terminal Penumpang dan Jasa 
Pelayanannya Di Kota Surakarta dan Cara Mengatasinya 
1. Hambatan 
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Dalam pengelolaan terminal penumpang di kota Surakarta, yaitu 
terminal tirtonadi ternyata tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan 
tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni selaku pejabat UPTD 
Terminal permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pengelolaan 
terminal tirtonadi antara lain : 
a. Masih sering dijumpai calo, pengemis dan pengamen di terminal 
Saat ini di terminal tirtonadi masih dijumpai beberapa calo, 
pengemis dan pengamen di terminal, keadaan tersebut tentunya sangat 
menganggu kenyamanan di terminal tirtonadi. Biasanya calo-calo tersebut 
berusaha menarik calon penumpang dengan biaya yang lebih besar. 
Biasanya calon penumpang yang menggunakan jasa calo ini adalah calon 
penumpang yang kebingungan dalam mencari tiket. 
Kadang-kadang di dalam terminal tirtonadi juga masih dijumpai 
bebarapa pengemis, bahkan kadang-kadang pengemis yang masih di 
bawah umur.  Selain itu masih sering dijumpai pengamen yang nekad 
masuk ke terminal. padahal seharusnya pengamen harus segera turun 
sebelum bus masuk terminal. Justru pada saat bus masuk terminal 
pengamen tersebut sengaja ikut masuk ke terminal untuk berganti bus dan 
kemudian mengamen di bus lain.  
 
Larangan untuk menjadi calo, pengemis dan pengamen ini padahal 
sudah diatur dalam tata tertib terminal dan diatur dalam Pasal 25 huruf d 
Peraturan Daerah Surakarta Nomor 2 tahun 2002 tentang Terminal 
Penumpang. dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : ”Siapapun 
di dalam terminal dilarang menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta 
sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan berjudi serta minum-
minuman keras dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang 
tidak terpelihara atau penyakit menular”. 
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Walaupun sudah diatur dalam peraturan daerah, tetapi ternyata 
dalam pelaksanaanya masih sering dijumpai calo, pengemis dan 
pengamen di terminal. 
b. Target setoran hasil retribusi tidak sesuai target 
Sampai sekarang masih banyak terjadi pengelola terminal baik 
pedagang maupun awak bus yang terlambat membayar dan menyetorkan 
uang hasil retribusi jasa pelayanan di UPTD Terminal. Dengan  demikian  
petugas kas UPTD Terminal juga menjadi terlambat dalam menyetorkan 
uang hasil retribusi ke dalam kas daerah. Selain terlambat kadang-kadang 
jumlah yang disetor kepada petugas Kas UPTD Terminal juga kurang 
atau tidak sesuai dengan yang seharusnya disetor. Pada tahun 2007 target 
penerimaan yang ditetapkan oleh UPTD Terminal adalah sebesar Rp. 
3.460.000,000- (tiga miliar empat ratus enampuluh juta rupiah) sedangkan 
pendapatan yang berhasil diperoleh oleh UPTD Terminal pada tahun 
2007 adalah sebesar Rp. 3.306.002.860,- (tiga miliar tiga ratus enam juta 
dua ribu delapan ratus enampuluh rupiah). Hal ini mengindikasikan 
bahwa target pendapatan pada tahun 2007 tidak tercapai. 
Salah satu penyebab kurangnya hasil retribusi terminal adalah 
banyak wajib retribusi yang mengangsur pembayaran retribusi. Walaupun 
sudah mendapat ijin mengangsur tetap saja masih ada yang lupa 
menganggsur, sehingga target retribusi sering tidak sesuai dengan target. 
Penyebab lain hasil setoran yang kurang dari target adalah ada 
beberapa wajib retribusi yang sengaja meminta keringanan pembayaran. 
Padahal keringanan pembayaran hanya bisa dikabulkan apabila terjadi 
keadaan yang memaksa (Overmach). 
c. Banyak pedagang asongan liar 
Selain masih ada calo dan pengemis, salah satu hambatan dalam 
pengelolaan terminal adalah banyak pedagang asongan liar di terminal. 
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pedagang asongan liar ini mudah dikenali, karena biasanya tidak memakai 
seragam maupun kartu identitas. 
Sebenarnya ketentuan mengenai pedagang asongan ini sudah 
ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Surakarta Nomor 2 tahun 
2002 tentang Terminal Penumpang. dalam pasat tersebut dijelaskan 
bahwa : Pedagang asongan dan penyemir sepatu dapat melakukan 
kegiatan usahanya di terminal dengan ketentuan : 
1) Jumlah dibatasi 
2) Wilayah operasionalnya dibatasi 
3) Jenis dagangannya dibatasi 
4) Wajib memiliki dan memakai seragan yang ditentukan 
5) Memilii kartu anggota/ tanda pengenal pedagang asongan/ penyemir 
sepatu yang diterbitkan oleh UPTD terminal 
6) Dikenakan retribusi 
d. Pedagang yang memindahtangankan kiosnya tanpa ijin 
Pedagang yang menjalankan usahanya di termninal dilarang untuk 
membuat atau menambah bangunan tanpa ijin. Selain itu pedagang juga 
dilarang memindahtangankan kiosnya. Ketentuan ini telah diatur dalam 
Pasal 24 Peraturan Daerah Surakarta Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Terminal Penumpang yang berbunyi : ” Setiap pedagang dan pekerja di 
dalam terminal dilarang : 
1) Memindahtangankan penempatan dan kartu tanda pengenal 
pedagang/karyawan/penjual jasa/pembersih bus/penjual karcis dan 
atau kartu langganan retribusi kepada orang lain yang tidak berhak 
2) Menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati 
tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan 
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3) Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau 
bahaya-bahaya lainnya. 
Pada kenyataanya ada pedagang yang memindahtangankan 
kiosnya untuk dikelola orang lain tanpa ijin, bahkan kadang-kadang juga 
dengan kartu pengenalnya. Seharusnya jika hendak memindahtangankan 
kios atau tempat dagangannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
2. Cara Mengatasi 
Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan terminal 
maka solusi yang diterapkan antara lain : 
a. Mentertibkan para calo, pengemis, dan pengamen 
Untuk mengatasi calo, pengemis dan pengamen di terminal maka 
UPTD Terminal melakukan upaya penertiban terhadap para calo, 
pengemis dan pengamen di terminal. Petugas UPTD juga melaksanakan 
pengawasan-pengawasan baik di dalam terminal maupun di luar 
lingkungan terminal untuk mencegah masuknya calo, pengemis dan 
pengamen.   
b. Pemberian sanksi administratif bagi pihak yang terlambat melakukan 
pembayaran retribusi terminal 
Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang 
dalam hal pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang 
yang tidak membayar atau kurang membayar. Jika wajib retribusi masih 
tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi selama 3 bulan 
berturut-turut maka dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin 
penempatan.  
Untuk meningkatkan penerimaan retribusi agar sesuai dengan 
target, UPTD Terminal berusaha memperbaiki kinerjanya, selain itu untuk 
menutup kekurangan target dari tahun sebelumnya dapat diambilkan 
kelebihan dari tahun sesudahnya.  
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c. Pemberian sosialisasi terhadap pedagang asongan liar 
Petugas UPTD Terminal mengadakan berbagai sosialisasi kepada 
pedagang liar yang ingin menjalankan usahanya di terminal. Salah 
satunya adalah sosialisasi agar pedagang asongan tersebut mau untuk 
mengurus kartu anggota/tanda pengenal pedagang asongan yang 
diterbitkan UPTD Terminal dan membayar retribusi pedagang asongan, 
yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari. 
d. Pelayanan balik nama ijin penempatan 
Sebenarnya memindahtangankan ijin penempatan diperbolehkan, tetapi pihak yang 
hendak memindahtangankan ijin usahanya dan kiosnya harus balik nama. Pemberian 
pelayanan balik nama surat ijin penempatan ini dikenakan biaya administrasi sebesar 
10 % (sepuluh perse n) dari nilai taksiran. BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan 
Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Terminal Penumpang Ditinjau 
Dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Terminal 
Penumpang, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Peranan Pemerintah Kota Surakarta melalui UPTD Terminal telah berperan 
cukup optimal dalam pengelolaan terminal penumpang sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2002 tentang Terminal 
Penumpang . Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas di terminal tirtonadi, 
dan pengelolaan maupun pengaturan lokasi dan rute perjalanan yang cukup 
baik. Selain itu dari Target penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan di 
terminal tirtonadi Surakarta pada tahun 2007 pendapatan yang berhasil 
diperoleh UPTD Terminal sebesar 95,5% dan pendapatan tersebut akan 
disetorkan kepada kas daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah. 
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2. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan Terminal Penumpang di Kota 
Surakarta meliputi Masih sering dijumpai calo, pengemis dan pengamen di 
terminal, target setoran hasil retribusi tidak sesuai target, banyaknya 
pedagang asongan liar, dan Pedagang yang memindahtangankan kiosnya 
tanpa ijin. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan 
terminal maka solusi yang diterapkan antara lain : Mentertibkan para calo, 
pengemis, dan pengamen, Pemberian sanksi administratif bagi pihak yang 
terlambat melakukan pembayaran retribusi terminal, Pemberian sosialisasi 
terhadap pedagang asongan liar, Pelayanan balik nama ijin penempatan 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota Surakarta melalui UPTD Terminal lebih gencar dalam 
mengatasi masalah percaloan yang terjadi di terminal Tirtonadi. 
2. UPTD Terminal harus lebih meningkatkan kinerjanya agar target pendapatan 
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